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MOTTO

“Orang yang menuntut ilmu bearti menuntut rahmat orang yang
menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang

diberikan kepada sama dengan para Nabi”.

(H.R. Ibnu ‘Adi)
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ABSTRACT

Distribution of land rights under UUPA into Right of ownership, Use
rights Business, Building Rights, Use Rights, Lease, Land and Rights Rights
Collect Forest Products and Other Rights not included in the rights
mentioned above and temporary rights, are intended to grant land rights on
the basis of their designation and subject to which the land is entitled. Due to
the unfinished construction or use of the land in accordance with its
designation, the land concerned may be considered as land left by the right
holder

The research method used in this thesis use normative method which is
library research, that is research on the laws and literatures related to the
material discussed by collecting the material of law.

Based on the results of research can be concluded first: Agrarian Law
Indonesia does not allow the abandonment of land by the owner (Right
Holder). The second is feared will trigger the growth of negative effects that
will harm many parties, such as: Socioeconomic disparity, environmental
quality decline and even Horizontal Conflicts Problems abandoned land at
this time is the accumulation of neglect of land that occurred in the past that
is not resolved. The existence of abandoned land caused by unscrupulous
landowners who do not cultivate the land owned / mismatch of land use as the
basis for submission of land ownership rights possession. As predicted by the
abandoned land, in the BAL stated that it will lose the right of ownership of
the land, one of them because "abandoned", therefore the owner of the right is
obliged to manage the land owned in accordance with its designation.

Keywords :Effect of law, Empowerment soil, Abandoned land



ABSTRAK

Pembagian hak-hak atas tanah menurut UUPA ke dalam Hak Milik, Hak
GunaUsaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka
Tanah dan HakMemungut Hasil Hutan serta Hak-hak lainnya yang tidak
termasuk dalam hak-haktersebut di atas dan hak-hak yang sifatnya sementara,
dimaksudkan untukmemberikan hak atas tanah berdasarkan peruntukkannya
dan subjek yangmemohon hak atas tanah tersebut. Akibat belum
terlaksananya pembangunan ataupenggunaan tanah tersebut sesuai dengan
peruntukkannya, maka tanah yangbersangkutan dapat dianggap sebagai tanah
yang diterlantarkan oleh pemeganghak tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan
metode normative yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian
terhadap peraturan-perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan
materi yang dibahas dengan mengumpulkan bahan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama :Hukum Agraria
Indonesia tidak memperkenankan adanya tindakan penelantarantanah oleh
Pemiliknya (Pemegang Hak). Yang kedua dikuatirkan akanmemicu
tumbuhnya efek negatif yang akan merugikan banyak pihak, antara lain
seperti Kesenjangan sosial ekonomi, menurunnya kualitas lingkungan dan
bahkan Konflik horizontal Permasalahan tanah terlantar pada saat ini
merupakan akumulasi penelantaran tanah yang terjadi pada masa lalu yang
tidak terselesaikan. Adanya tanah terlantar disebabkan oknum pemilik tanah
yang tidak mengusahakan tanah yang dimiliki/ketidaksesuaian pemanfaatan
tanah sebagaimana dasar pengajuan permohonan penguasaan hak atas tanah
yang dimiliki. Seakan telah dapat diprediksikan akan timbulnya tanah
terlantar, dalam UUPA menyebutkan akan hilang hak kepemilikan atas tanah
salah satunya karena “diterlantarkan”, oleh sebab itu pemilik hak diwajibkan
mengelola tanah yang dimiliki sesuai dengan peruntukannya.

Kata Kunci : akibat hukum, pendayagunaan tanah, tanah terlantar
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